PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ || %2 /TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN NAMA PENGELOLA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG
PENGELOLA DAN PENGURUS BARANG PENGELOLA KABUPATEN BANGGAI

Menimbang

Mengingat

KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

bahwa untuk melaksnakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan
Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penetapan Nama Pengelola Barang, Pejabat
Penatausahaan Barang Pengelola dan Pengurus Barang
Pengelola Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026;

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3900);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) scbagaimana telah beberapa kali di ubah,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara

-1-

—:-z-‘dp\



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 350);

S. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun
2019 Nomor 7);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10
Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran
2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2025 Nomor 10);

7. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Kabupaten
Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA
PENGELOLAH BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG
PENGELOLA  DAN PENGURUS BARANG PENGELOLA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Menetapkan Nama Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan
Barang Pengelola dan Pengurus Barang Pengelola Kabupaten
Banggai Kepulauan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam
lampiran keputusan ini.

Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

berwenang dan bertanggungjawab :

a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik
daerah;

b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan
pemeliharaan /perawatan barang milik daerah;

¢. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan
barang milik daerah yang memerlukan persetujuan
Gubernur/Bupati/Walikota;
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KETIGA

KEEMPAT

d. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan,
pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;

e. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik
daerah yang telah disetujui oleh Gubernur/Bupati/ Walikota
atau DPRD;

f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi
barang milik daerah; dan

g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan
barang milik daerah.

Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola sebagaimana pada

Diktum KESATU berwenang dan bertanggungjawab :

a.membantu  meneliti dan  memberikan  pertimbangan
persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang
milik daerah kepada Pengelola Barang;

b.membantu  meneliti dan memberikan pertimbangan
persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan
pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada
Pengelola Barang;

c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas
pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang
milik daerah yang memerlukan persetujuan
Gubernur/Bupati/Walikota;

d. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk
mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan,
pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;

e. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas
pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang
telah disetujui oleh Gubernur/Bupati/ Walikota atau DPRD;

f. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi
inventarisasi barang milik daerah;

g. melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna
Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak
dimanfaatkan pihak lain kepada Gubernur/Bupati/Walikota
melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang
berada pada Pengelola Barang;

h.mengamankan dan memelihara barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada huruf g;

i. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan
pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan

j. menyusun laporan barang milik daerah.

Pengurus Barang Pengelola sebagaimana pada Diktum KESATU

berwenang dan bertanggungjawab :

a. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan
persetujuan dalam penyusunan rencana Kebutuhan barang
milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;

b. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan
persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan

pemeliharaan /perawatan barang milik daerah kepada Pejabat
Penatausahaan Barang;
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KELIMA

KEENAM

. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan

pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan
persetujuan Gubernur/ Bupati/Walikota;

.meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan,

pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang,
sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan
Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan,

pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik
daerah;

. menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa

tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari
Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak
dimanfaatkan pihak lain kepada Gubernur/Bupati/Walikota
melalui Pengelola Barang;

. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;
. menyimpan salinan dokumen Laporan Barang

Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;

.melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan

barang milik daerah; dan

i. merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna

semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola
sebagai bahan penyusunan Laporan barang milik daerah.

Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Pengelola Barang,
Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola dan Pengurus Barang
Pengelola, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Diktum
KETIGA dan Diktum KEEMPAT terhitung mulai tanggal 1 Januari
2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 3anaor) 2026
\BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

I MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
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Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;

Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;

Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;

Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
Masing-masing yang bersangkutan di tempat.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 113> / TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN NAMA PENGELOLA BARANG,
PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG
PENGELOLA DAN PENGURUS BARANG
PENGELOLA KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026

NAMA PENGELOLA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG
PENGELOLA DAN PENGURUS BARANG PENGELOLA KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026

Sekretaris Daerah

Selaku Pengelola Barang Milik Daerah

Kepala BPKAD

Selaku Pejabat Penatausahaan Barang
Pengelola

Kepala Bidang Aset
BPKAD

Selaku Pengurus Barang Pengelola

kBUPATI BANGGAI KEPULAUAN, /

MPIDADY




